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Abstrak

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019
yang mewajibkan penggunaan SIMKAH berbasis web dalam proses administrasi
pencatatan pernikahan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
pelayanan, transparansi data, serta mencegah terjadinya penyimpangan seperti
pemalsuan dokumen nikah, poligami tanpa izin, dan pernikahan yang tidak tercatat.
Namun dalam praktiknya, implementasi SIMKAH masih menghadapi berbagai
kendala teknis maupun sosial yang mempengaruhi efektivitas pelayanan
administrasi pernikahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Serang,
bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan kebijakan tersebut dalam
praktik pelayanan administrasi pernikahan, serta menilai apakah implementasi
SIMKAH telah mampu mewujudkan administrasi keperdataan yang memberikan
keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Yuridis Empiris
untuk melihat kesesuain implementasi kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang
serta mengkaji bagaimana sistem tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya
keadilan dalam administrasi keluarga. Data dalam penelitian ini terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10
pegawai KUA Kota Serang dan 15 calon pengantin, serta observasi terhadap proses
pelayanan administrasi pernikahan berbasis SIMKAH di KUA Kota Serang. Data
sekunder diperoleh dari 6 dokumen resmi, arsip KUA, data statistik, literatur
ilmiah, dan dokumentasi visual untuk memperkuat temuan lapangan. Analisis
penelitian menggunakan teori keadilan dan kebijakan publik guna menilai
hubungan antara kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik serta perlindungan hak
masyarakat dalam administrasi pernikahan melalui SIMKAH.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama pengetahuan masyarakat
terhadap kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang masih bervariasi terdiri dari dua
kelompok, diantaranya masyarakat memahami dan mengetahui keberadaan
SIMKAH, sementara sebagian lainnya memahami akan tetapi masih mengalami
keterbatasan menggunakan SIMKAH. Kedua masyarakat memandang bahwa
SIMKAH telah memberikan keadilan dan ketertiban dalam pelayanan administrasi
pernikahan masyarakat muslim di KUA Kota Serang. Masyarakat juga memandang
bahwa SIMKAH telah memberikan kemudahan akses pendaftaran pernikahan.
Meskipun mereka telah memahami dan memandang telah memberikan kemudahan
akan tetapi beberapa masyarakat belum bisa secara mandiri dan masih dengan
bantuan petugas KUA, namun sebagian masyarakat telah melakukan secara mandiri
dan masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan akses teknologi atau
gangguan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan
perbaikan sistem guna mewujudkan pelayanan yang lebih adil, efektif, dan inklusif.

Kata Kunci: SIMKAH, Keadilan Hukum Keluarga, Kebijakan Publik, KUA Kota
Serang.



Abstract

The government, through Minister of Religious Affairs Decree No. 892 of
2019, mandates the use of the web-based SIMKAH (Marriage Management
Information System) for marriage registration. This system aims to improve service
efficiency, data transparency, and prevent irregularities such as falsification of
marriage documents, unauthorized polygamy, and unregistered marriages.
However, in practice, SIMKAH implementation still faces various technical and
social obstacles that impact the effectiveness of marriage administration services in
the community. This study aims to analyze the level of public awareness of the
Marriage Management Information System (SIMKAH) policy at the Serang City
Office of Religious Affairs (KUA), their views on its implementation in marriage
administration services, and assess whether SIMKAH implementation has been
able to achieve civil administration that provides justice for the community.

This research uses a juridical-empirical approach to examine the suitability
of the SIMKAH policy implementation at the Serang City KUA and to examine
how the system contributes to justice in family administration. The data in this study
consist of primary and secondary data. Primary data was obtained through
interviews with 10 Serang City Office of Religious Affairs (KUA) employees and
15 prospective brides and grooms, as well as observations of the SIMKAH-based
marriage administration service process at the KUA. Secondary data were obtained
from six official documents, KUA archives, statistical data, scientific literature, and
visual documentation to strengthen the field findings. The research analysis utilized
theories of justice and public policy to assess the relationship between policy,
bureaucracy, and public services, as well as the protection of community rights in
marriage administration through SIMKAH.

This study shows that: first, public knowledge of the SIMKAH policy at
the KUA in Serang City varies, consisting of two groups: one group understands
and is aware of SIMKAH's existence, while the other group understands it but still
experiences limitations in operating SIMKAH, particularly in technical aspects.
Second, the community perceives SIMKAH as providing fairness and order in
Muslim marriage administration services at the KUA in Serang City. The
community also perceives SIMKAH as facilitating access to marriage registration.
Although they understand and perceive it as providing convenience, some are
unable to do so independently and still require assistance from KUA officers.
However, some have done so independently, and still encounter several obstacles
such as limited access to technology or network disruptions. Therefore, it is
necessary to increase socialization and improve the system to realize fairer, more
effective, and inclusive services.

Keywords: SIMKAH, Justice in Family Law, Public Policy, KUA in Serang City.
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L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
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a Qaf Q qi
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o Nun N ‘en
) Waw W w
> Ha’ H ha
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¢ Ya’ Y ye
II. Konsunan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
A ditulis Sunnah
e ditulis ‘illah

III. Ta’ Marbitah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis /




3a3lal) ditulis al-Ma’idah

43l ditulis Islamiyyah
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< ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, ‘nikah berarti menghimpun. Nikah memiliki dua
pengertian yakni bersetubuh dan akad. Berdasarkan pendapat fukaha dan ahli
linguistik, bersetubuh adalah makna hakiki dari nikah, adapun akad adalah makna
majazi. Oleh sebab itu, apabila pada ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi terdapat
lafal nikah tanpa adanya tanda tertentu, maka pengertiannya ialah bersetubuh.!
Secara terminologi mayoritas kitab fikih menjelaskan nikah sebagai akad yang
memuat kebolehan untuk bersenang-senang antara suami istri sesuai tata cara yang
dibenarkan syariat.

Adapun secara terminologi, rumusan nikah menurut pakar hukum Islam
digolongkan sebagai akad yang menyebabkan diperbolehkannya interaksi seksual
antara pria serta wanita disertai munculnya hak dan kewajiban yang mengikat bagi
kedua pihak. Maksudnya ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya pergaulan
antara pria serta wanita sesuai pikiran alami manusia dalam kehidupan serta
mengakibatkan hak serta kewajiban untuk masing-masing pihak.?

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa berlandaskan pasal 1 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

! Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, vol. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr,
.6514), him. 2004.

2 Ali Trigiatno, Bincang Nikah Kontroversial dalam Islam,(Malang: Mazda Media,
Cetakan ke-1, 2021), hlm. 2.



pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan pengertian perkawinan dalam syariat Islam ialah pernikahan, yakni akad
yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan guna menunjukkan ketaatan kepada
Allah serta menjalankan perintahnya termasuk ibadah. Pernyataan yang telah
diuraikan dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan adalah sesuatu yang sakral
serta sarat kewajiban, sehingga dijadikan sarana untuk umat Islam dalam
memperbanyak generasi penerus serta batas antara insan terhadap makhluk yang
lain. Oleh karena itu agama Islam dan Undang-undang memiliki prinsip dan
prosedural dalam aturan pernikahan yang mengikat.

Pernikahan adalah ihwal yang sangat urgen pada keseharian insan manusia
sebab pernikahan merupakan jalan interaksi terhadap pria kepada wanita yang legal
serta bermoral selaras dengan fitrah insani sebagai ciptaan yang mempunyai
kehormatan sehingga ulasan pernikahan beserta aturan yang membahasnya
mempunyai posisi sangat urgen dalam syariat. Pernikahan adalah intuisi komunitas
yang mempunyai urgent value dalam komunitas sehingga pelaksanaan perkawinan
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengharuskan
semua calon mempelai menjalani administrasi nikah pada KUA.?

Indonesia kini mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat,
manfaat dari kemajuan zaman dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.

Implementasi digitalisasi dalam pencatatan perkawinan adalah sebuah keniscayaan.

3 Nadia Kantue, “Efektivitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan
Manipulasi Data di KUA Kota Bitung,” Journal of Islamic Family Law, vol. 2, (2022), him.12.



Regulasi terhadap digitalisasi pencatatan perkawinan mmepermudah layana
terhadap masyarakat agar efisien dan akuntabel. Teknologi tersebut sudah
diterapkan oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kantor Urusan Agama,
yang menggunakan sistem berbasis Web untuk mengelola data pernikahan secara
digital. Model pencatatan perkawinan pada awalnya diatur dalam PMA Nomor 11
Tahun 2007, yang menjelaskan pada Pasal 5 bahwasanya pencatatan perkawinan
dilaksanakan secara tertulis. Isian borang untuk pendaftaran, pemeriksaan, serta
pencatatan peristiwa nikah, cerai, maupun rujuk wajib dilakukan dengan abjad
kapital memakai tinta hitam, serta penulisannya bisa mempergunakan komputer.
Seiring perkembangan zaman berbagai inovasi dalam pelayanan nikah telah
diperkenalkan.*

Hakikat kebijakan publik pada perspektif syariah dalam wusu/nya tidak ada
aturan yang baku. Akan tetapi sebuah ayat yang mengindikasikan bahwa
problematika kebijakan publik pada tuntuan syariah. Ihwal tersebut dapat
ditemukan pada kalam Allah Swt pada surah al-Hajj ayat 41 yaitu;
ay S o 18y Gaall gl S 15Ty slall foatsl 2) W ;v“:gﬂ O e

* ¥l asle
Dalil di atas menunjukkan bahwasanya problematika kebijakan publik pada

kacamata syariah, sebab pemanfaatan pemegang kekuasaan untuk mengelola

pembangunan dengan berorientasi pada terciptanya suasana kondusif bagi

# Muhammad, Abubakar, and Ilham Purnama, “Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA
Syiah Kuala Banda Aceh,” Samarah, vol. 3, June (2019), hilm.20.

5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Hajj [22]: 41.



masyarakat dalam memenuhi hajat psikolgi serta religius dapat digambarkan
melalui pelaksanaan sholat, terciptanya kemakmuran serta kemapanan finansial
bisa digambarkan melalui pelaksanaan zakat, sedangkan usaha mempertahankan
keseimbangan tata negara serta keamanan bisa terwujudkan melalui implementasi
amar makruf nahi munkar. Oleh karena itu dalil di atas menjelaskan 3 hal, yakni
spiritual governance, economic governance, dan political governance.®

Oleh karena itu, pada tahun 2013 diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam No [I/369 Tahun 2013 mengenai implementasi sistem
informasi manajemen nikah pada KUA.” Keputusan itu adalah langkah awal untuk
pengembangan sistem informasi manajemen nikah yang memilik tujuan dalam
peningkatan akuntabilitas serta efisien dalam pencatatan perkawinan di KUA.
Fokusnya adalah pada pengelolaan data pernikahan secara manual yang masih
banyak digunakan pada saat itu. Sistem yang diterapkan lebih bersifat
konvensional, dengan penekanan pada pengumpulan dan pengelolaan data secara
manual di KUA.

Implementasi sistem ini masih menghadapi banyak kendala terkait
infrastruktur dan pelatihan petugas KUA dalam menggunakan sistem baru yang

belum sepenuhnya terintegrasi.® Dalam konteks ini KMA Nomor 892 Tahun 2019

8 Muhammad Igbal, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. T, Jakarta:
Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 19.

7 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II: 369 Tahun
2013.

8 Wawancara bapak Roby Syahri sebagai Kepala KUA Serang, Tanggal 28 September
2024 di Kantor Urusan Agama Kota Serang.



menjadi tonggak penting dalam pengaturan dan pengelolaan sistem informasi
manajemen nikah yang merupakan pembaruan dan pengembangan dari keputusan
sebelumnya dalam menetapkan sistem informasi manajemen berbasis website.
KMA Nomor 892 Tahun 2019 dapat diterapkan secara lebih luas karena dukungan
teknologi yang lebih baik, serta adanya pedoman yang jelas untuk penggunaan
sistem informasi manajemen nikah berbasis website, termasuk pelatihan bagi
petugas KUA untuk mengoperasikan sistem baru ini dengan sistem berbasis web.’

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan
masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Aplikasi digital tersebut bertujuan
memodernisasi proses pencatatan pernikahan pada KUA. Berdasarkan KMA No.
892 Tahun 2019, SIMKAH diimplementasikan di seluruh KUA di Indonesia
sebagai dasar hukum. Sistem ini dirancang dalam peningkatan akurasi, efisiensi,
serta transparansi pada pencatatan perkawinan, serta berfungsi untuk menegakkan
hukum keluarga Islam, dengan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan
dokumen nikah atau poligami tanpa izin pengadilan.Keputusan ini juga bertujuan
untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam proses perkawinan, seperti
pernikahan tidak sah atau praktik-praktik yang merugikan pihak tertentu, akan
tetapi ditemukan problematika serta kelemahan oleh pegawai di lapangan, spesifik

pada staff administrator di KUA Kota Serang.

9 Wawancara bapak Qomar Kepala KUA Cipocok Jaya, Tanggal 29 September 2024 di
Kantor Urusan Agama Kota Serang.”



Dalam hukum keluarga Islam, hak-hak perempuan sering menjadi fokus
utama. SIMKAH dirancang untuk mempermudah akses perempuan dalam proses
pendaftaran pernikahan, yang adalah bagian utama untuk menjaga hak-hak mereka.
Dalam sistem ini, perempuan dapat lebih mudah mengakses informasi tentang
prosedur pernikahan dan hak-hak baik dalam masa pernikahan ataupun perceraian
yang terkait dengan status mereka sebagai istri atau mantan istri. Ini sejalan dengan
tujuan SIMKAH untuk mencegah praktik merugikan, seperti poligami tanpa izin
atau pemalsuan dokumen nikah yang dapat merugikan perempuan. Selain itu,
SIMKAH juga berfungsi dalam menjaga hak perempuan serta anak, pencatatan
pernikahan yang sah melalui SIMKAH memastikan bahwa anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki akta kelahiran yang sah dan diakui
dalam regulasi. Hal ini penting untuk menjamin hak anak terkait identitas dan status
hukum mereka. Dengan sistem pencatatan yang terintegrasi, data status perkawinan
orang tua menjadi lebih mudah diakses, sehingga mengurangi risiko anak-anak
terjebak dalam ketidakpastian hukum.*

Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik di lapangan
seperti permasalahan yang ditimbulkan di lapangan sehingga masyarakat tidak
dapat mengakses atau mendaftarkan menikah melalaui sistem web sistem informasi
manajemen nikah, sampai saat ini belum adanya pembaharuan data atau jalan

keluar baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian

10 Muhammad, Abubakar, and Ilham Purnama, “Efektivitas Penerapan SIMKAH di
KUA Syiah Kuala Banda Aceh,” Samarah, vol. 3, June (2019), hlm.6.



Agama selaku pemangku kebijakan serta KUA yang menjalankan sistem.'* Dalam
hal ini masyarakat yang akan mendaftarkan nikah kedalam sistem web tidak
terdeteksi dari data-data yang dimiliki akan memunculkan problem dalam
masyarakat terhadap pernikahan yang diantaranya pernikahan tidak tercatat/siri,
pemalsuan data, serta tidak tercatatnya data perceraian meskipun tujuan tersebut
sangat positif, implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019
menghadapi beragam tantangan, salah satunya ialah keterbatasan infrastruktur
teknologi, kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan
sistem baru, serta resistensi dari masyarakat yang terbiasa dengan cara lama dalam
mengurus administrasi perkawinan.

Dengan demikian, pengertian yang komprehensif terhadap banyak faktor
yang berpengaruh terhadap keberhasilan SIMKAH sangat diperlukan untuk
mewujudkan keadilan keluarga dan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaannya.
Penulis menggunakan teori keadilan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam
membedah persoalan-persoalan yang ingin penulis pecahkan dan menggunakan
teori kebijakan publik, siyasah syar’iyah sebagai teori pembantu, dalam
pelaksanaan sistem ini keadilan harus tetap dijunjung tinggi baik dari kalangan
ekonomi menengah hingga bawah, mendapatkan layanan yang setara tanpa
diskriminasi, dalam sistem ini memungkinkan semua lapisan masyarakat memiliki
hak dalam mendapatkan keadilan dan akses yang sama dalam mengurus

administrasi pernikahan, yang merupakan penerapan prinsip keadilan dalam Islam.

1 “Wawancara bapak Udin sebagai Penghulu madya Kecamatan Serang, Tanggal 28
September 2024 di Kantor Urusan Agama Kota Serang.,”



Implementasi sistem informasi yang baik memberikan manfaat bagi
masyarakat dengan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dan praktik tidak
sah dalam pernikahan, sehingga melindungi hak-hak individu dan keluarga, dalam
ithwal tersebut selaras terhadap tujuan magasid syariah yang ingin melindungi
keturunan dan harta. terutama dalam permasalahan implementasi sekaligus evaluasi
terhadap berjalannya KMA Nomor 892 Tahun 2019 dalam sistem informasi
manajemen nikah di KUA Kota Serang.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berminat lebih dalam mempelajari
akan peran SIMKAH untuk mewujudkan keadilan keluarga, khususnya mengapa
KMA Nomor 892 Tahun 2019 belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini
bertujuan untuk untuk menganalisis pengimplementasian KMA Nomor 892 Tahun
2019 tentang sistem informasi manajemen nikah berbasis website dan terlebih lagi
untuk menjelaskan penerapan dan mengidentifikasi faktor pendukung atau
penghambat yang mempengaruhi implementasi SIMKAH di KUA Kota Serang
ditinjau dari teori keadilan, kebijakan publik dan teori siyasah syar’iyah yang akan
dipaparkan dalam bentuk tulisan berupa tugas akhir dengan judul Birokrasi dan
Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Implementasi Simkah di KUA Kota

Serang.

. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, riset ini memiliki perumusan
problematika berikut:
1. Sejauhmana masyarakat Kota Serang mengetahui kebijakan SIMKAH dalam

administrasi keperdataan pernikahan di KUA Kota Serang?



2. Bagaimana masyarakat Kota Serang memandang kebijakan SIMKAH dalam
kaitannya dengan realisasi keperdataan pernikahan di KUA Kota Serang?

3. Apakah kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang telah diterapkan dalam
administrasi keperdataan dan telah memberikan keadilan bagi masyarakat
dalam proses pendaftaran perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kebijakan pemerintah dalam memberikan akses dan perlindungan
hukum kepada pasangan calon pengantin serta dampaknya terhadap pemenuhan
hak-hak keluarga. Menganalisis Pengaruh Implementasi SIMKAH terhadap
Keadilan Keluarga di KUA Kota Serang serta memahami bagaimana sistem
SIMKAH Dberkontribusi dalam meningkatkan proses pernikahan dan
menciptakan keadilan dalam keluarga di KUA Kota Serang.

Penelitian ini juga akan menganalisis implementasi SIMKAH untuk
peningkatan kualitas pelayanan pencatatn perkawinan di KUA Kota Serang,
serta mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi di masyarakat dalam
penggunaannya. Riset ini akan menghasilkan deskripsi menyeluruh mengenai
kontribusi SIMKAH terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses
layanan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam
penguatan kebijakan pelayanan publik di bidang pencatatan pernikahan.

Menggali Persepsi Masyarakat terhadap Peran SIMKAH dalam
Mewujudkan Keadilan Keluarga di KUA Kota Serang untuk mendapatkan

pandangan masyarakat tentang bagaimana SIMKAH mempengaruhi
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pemahaman mereka mengenai keadilan keluarga dan apakah mereka merasa
terbantu oleh sistem ini dalam proses pernikahan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk kontribusi akan khazanah keilmuan

dalam hukum Islam, spesifik dalam kajian hukum keluarga, tentang
bagaiana penerapan teknologi informasi dalam administrasi nikah, yang
berpotensi meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan data pernikahan
dan memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian ini dapat memberikan
dalam bidang teknologi informasi dan administrasi publik, terutama dalam
konteks pernikahan. Inovasi metode penggunaan SIMKAH bisa menjadi
rujukan untuk riset yang berkaitan di masa depan, kemudian hasil riset ini
dapat menjadi pijakan dan rujukan untuk tulisan ilmiah yang berhubungan
terhadap penerapan teknologi informasi dalam administrasi nikah, sehingga
membantu meningkatkan keberlanjutan dan kualitas penelitian di bidang
tersebut.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

dalam memperluas pemahaman terkait implementasi KMA Nomor 892
Tahun 2019 tentang sistem informasi manajemen nikah berbasis website
terutama dalam konteks pemenuhan hak keadilan dalam perkara keluarga
dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam

memberikan akses dan perlindungan hukum kepada pasangan calon
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pengantin serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keluarga dan
masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi pernikahan dari
berbagai tempat dengan memanfaatkan perangkat digital seperti ponsel atau
computer untuk meningkatkan transparansi atau akurasi dalam pengelolaan
data pernikahan dan hasil riset ini bisa digunakan bagi institusi pendidikan
untuk penyusunan kegiatan perkuliahan dan ragam cara serta media yang
tepat guna untuk meningkatkan kemampuan dalam konteks administrasi
nikah. Selanjutnya, riset ini bisa dipergunakan sebagai satu di antara bahan
kajian berikutnya pada bidang kebijakan publik di Kota Serang.
D. Telaah Pustaka
Perkembangan kebijakan digitalisasi pelayanan publik di lingkungan
Kementerian Agama telah mendorong lahirnya berbagai kajian akademik yang
menelaah efektivitas dan implementasinya di tingkat KUA. Transformasi layanan
berbasis teknologi, khususnya melalui aplikasi SIMKAH, tidak hanya menjadi
kebijakan administratif, tetapi juga menjadi objek penelitian yang menarik dalam
perspektif E-Government, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.
Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam
memahami dinamika penerapan sistem ini di berbagai daerah.
Salah satu penelitian tentang implementasi KMA Nomor 892 Tahun 2019
terhadap sistem informasi manajemen nikah berbasis website ditinjau dari segi

objek kajian yang telah dibahas dalam penelitian Arief Budianto,* sementara itu

12 Arief Budianto, Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMKAH

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebade Kota Bandung, Jurnal STP-Mataram: Vol.11,
No. 1 (2022).
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karya dari Asir arfah® dalam penelitiannya menerangkan manfaat dari kebaharuan
SIMKAH yang sangat membantu untuk kemajuan sistem digitalisasi pendaftaran
yang lebih efisien baik dari waktu dan pekerjaan layanan di KUA. Dari dua
penelitian yang penulis ambil sangat meberikan tambahan keilmuan untuk
penelitian yang akan penulis teliti dan lebihnya terdapat perbedaan yang akan
penulis ambil dari judul atau tema penelitian dari segi teori dan obyek penelitian.

Kemudian karya dari Abdul Rozaka, Gilang Difa dan Nur Rochim** yang
menerangkan sejauh mana SIMKAH Web telah diterapkan secara efektif dalam tata
laksana pendaftaran serta pencatatan perkawinan di KUA, serta mengidentifikasi
faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Kesimpulan riset
menunjukkan bahwasanya meskipun SIMKAH Web telah membantu digitalisasi
layanan pernikahan, namun penerapannya belum sepenuhnya efektif, terutama
karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga fitur pendaftaran
mandiri belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, masih adanya proses input data secara manual menyebabkan
beban kerja operator KUA tidak jauh berbeda dengan sistem sebelumnya. Dengan
demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas SIMKAH Web sangat
bergantung pada dukungan sosialisasi, kesiapan SDM, serta optimalisasi
pendayagunaan sistem dengan kompleks. Riset yang dilakukan oleh Abdul Rozaka

dan Gilang Difa Nur Rochim masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini

13 Asir arfah, Nalar Figih Dalam Pencatatan Nikah Melalui System Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (Tesis Program Studi Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

14 Abdul Rozaka, Gilang Difa Nur Rochim. Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif
Teori Efektifitas Budiani, Jurnal Penelitian Agama: Vol. 24, No. 1 (2023).
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hanya dilakukan pada satu Kantor Urusan Agama sehingga hasilnya belum dapat
menggambarkan secara menyeluruh penerapan SIMKAH Web di berbagai KUA
dengan kondisi dan tingkat kesiapan yang berbeda.

Dalam penelitian Syukron Hady,> menunjukkan bahwa SIMKAH telah
diterapkan sesuai ketentuan regulasi, memiliki keunggulan signifikan dalam aspek
validasi data, monitoring PNBP, integrasi dengan Pengadilan Agama, dan
keamanan buku nikah melalui barcode, namun masih menghadapi kendala teknis
seperti keterbatasan kuota validasi NIK dan kapasitas server SIMKAH Web, sama
halnya dengan penelitian dari Nadia Kantue,'®*Al Yasa’ Abubakar dan Muhammad
Ilham Purnama,” yang menggambarkan tata laksana layanan SIMKAH serta
kedayagunaan pengelolaannya dalam rangka mencegah pemalsuan data pernikahan
di KUA, khususnya dalam menjamin akurasi, legalitas, dan keamanan data calon
pengantin, serta meminimalkan potensi pemalsuan data. Sedangkan penelitian dari

Vina Graceni,' Novita Safitri dan Rahmi Hayati."® Penelitian yang akan penulis

15 Syukron Hady, Marluwi, Ardiansyah, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019, Jurnal Al-Usroh:
Vol. 1, No. 2 (2021).

16 Nadia Kantue, Efektivitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan
Manipulasi Data di KUA Kota Bitung, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1
(2022)

17 Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama, Efektivitas Penerapan SIMKAH di
KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3,
No.1 (2019).

'8 Vina Graceni, Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pino Raya Bengkulu Selatan, Journal of Public Sector Innovations: Vol.7, No.1 (2022).

¥ Novita Safitri, Rahmi Hayati, Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara
Kabupaten Tabalong, Jurnal JAPB, Vol. 6, No. 2 (2023).
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lakukan berkaitan dengan praktek hukum, khususnya tentang sistem informasi
manajemen nikah.

Dari berbagai pembahasan penelitian tentang implementasi hukum terdapat
kesamaan penelitian dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu karya Novita
Safitri dan Rahmi Hayati. Namun penelitian karya Novita Safitri dan Rahmi Hayati
hanya berfokus kepada identifikasi berjalannya SIMKAH di KUA Bintang Ara
Kabupaten Tabalong. Penelitian ini berbeda dalam beberapa aspek, termasuk
pendekatan dan fokus serta teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisi dan perbedaan
lainnya dalam menggunakan teori Good Government sebagai teori utama untuk
dijadikan pisau analisis penelitian dan menggunakan teori Siyasah Syar’iyah
sebagai teori yang menekankan pentingnya kemaslahatan bagi umat, dilakukan
dengan mempertimbangkan SIMKAH dalam memenuhi tujuan keadilan dan
kemaslahatan bagi masyarakat terutama dalam percatatan pernikahan serta
melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan sosial.

Hal ini sejalan dengan Maqashid al-Shari'ah yang ingin melindungi agama,
jiwa, keturunan, pikiran, dan harta. Teori Siyasah Syar'iyah menekankan
pentingnya integrasi antara hukum Islam dan pengelolaan pemerintahan, serta
perlunya kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat. Sedangkan penelitian
yang akan penulis lakukan, terkonsentarsi tentang bagaimana Implementasi dan
evaluasi tentang penerapan Putusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 yang

mewajibkan penggunaan SIMKAH berbasis web di KUA Kota Serang.
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E. Kerangka Teoritis
Untuk menganalisis, peneliti menggunakan teori yang dinilai relevan untuk
mendalami fokus kajian. Pertama, penulis menggunakan teori keadilan dan kedua
menggunakan teori kebijakan publik.
1. Keadilan

Dalam konteks pelayanan publik, birokrasi memiliki peran penting
sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial untuk komunitas.
Spesifik pada kajian hukum keluarga Islam, birokrasi bukan saja memiliki
fungsi sebagai mekanisme administratif, namun juga untuk sarana dalam
memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan perlindungan
hukum secara adil. Salah satu bentuk modernisasi birokrasi dalam pelayanan
pernikahan di Indonesia adalah penerapan SIMKAH yang digunakan oleh
KUA. Sistem ini dirancang untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi pelayanan pencatatan nikah, sehingga diharapkan mampu
meminimalkan praktik diskriminasi, manipulasi data, maupun hambatan
administratif yang selama ini sering terjadi dalam pelayanan publik.

Dalam kerangka teori keadilan, pemikiran John Rawls menggambarkan
dasar filosofis yang relevan untuk memahami bagaimana keadilan seharusnya
diwujudkan dalam institusi sosial, termasuk dalam sistem birokrasi pelayanan
publik. Menurut John Rowls keadilan adalah nilai penting pada komunitas
majemuk, sementara kebenaran adalah dasar pemikiran. Setiap teori, tidak
memperhatikan seberapa baik sistem dan efisiennya, harus ditolak atau

diperbaiki jika tidak benar. Sama halnya dari segi regulasi dan lembaga tidak
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peduli level baik mereka terorganisir wajib dibangun kembali atau dihilangkan
apabila tidak berkeadilan. Setiap individu memiliki hak yang dilindungi
berdasarkan keadilan, yang tidak dapat diabaikan demi kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan menolak argumen
bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dapat dibenarkan oleh manfaat
yang lebih besar bagi orang lain. Tidak dapat diterima bahwa pengorbanan yang
ditanggung oleh beberapa individu sebanding dengan keuntungan yang lebih
besar yang diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, dalam masyarakat
yang adil, kebebasan dengan kewarganegaraan yang setara dianggap sebagai
hal yang fundamental.?

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya adalah sebuah konsep fairness,
yang sering disebut juga sebagai pure procedural justice. Dalam pemikirannya,
Rawls menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan tidak memihak, yang
dapat lahir dari struktur yang menjamin kepentingan seluruh lapisan
masyarakat. Keadilan sebagai fairness menurut Rawls menuntut agar seluruh
masyarakat bersama-sama bergotong-royong memikul beban kewajiban dan
tanggung jawab yang setara, serta mengikuti aturan yang ada. Rawls
menekankan bahwa prinsip utama dalam keadilan adalah hal mendasar dalam
pelaksanaan pekerjaan sosial, yang berarti keadilan harus menjadi dasar yang
kokoh bagi struktur sosial yang dapat memastikan keadilan tersebut terwujud

untuk menjamin semua kepentingan masyarakat.

20 John Rawls, A theory of justice (United States of America: Harvard University Press
1971), him. 3.
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Teori keadilan John Rawls menempatkan keadilan sebagai nilai utama
dalam institusi sosial, termasuk lembaga birokrasi dan hukum. Dalam konteks
penelitian ini, KUA sebagai institusi negara yang menjalankan pelayanan
pencatatan pernikahan merupakan bagian dari struktur sosial yang wajib
menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Implementasi
SIMKAH sebagai sistem pelayanan digital dapat dipandang sebagai upaya
negara untuk mewujudkan keadilan prosedural (procedural justice), yakni
pelayanan yang adil, transparan, dan tidak memihak melalui mekanisme dan
aturan yang sama bagi setiap warga negara.

Justice as fairness merujuk pada teori kontrak sosial, yaitu teori keadilan
yang berangkat dari kesepakatan mengenai unsur rangkaian dasar dalam
masyarakat, dimana keadilan sebagai fairness melekat pada konsep kesepakatan
yang menentukan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi awal. Teori
keadilan sebagai fairness merupakan susunan masyarakat yang mengacu pada
adanya kebebasan dan kesetaraan, sehingga hak serta kewajiban harus dipenuhi
secara adil. Keadilan akan terwujud apabila seseorang dijamin memperoleh
kebebasan yang sama tanpa penyimpangan ekonomi maupun sosial yang
semestinya telah diatur dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang-
orang kurang beruntung. Keadilan sebagai fairness tidak mengharuskan

seseorang terlibat dalam menjalani prosedur untuk memperoleh hasil yang



18

sama, melainkan bagaimana hasil tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang
adil.*
2. Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kebijakan pemerintah
memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kualitas layanan yang
diterima oleh masyarakat. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah
pada dasarnya bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan sosial melalui
mekanisme birokrasi yang terstruktur. Dalam konteks hukum keluarga Islam di
Indonesia, kebijakan terkait pelayanan pencatatan pernikahan menjadi salah
satu aspek penting karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat dalam
memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka. Oleh karena itu,
pemerintah berupaya melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di KUA, salah satunya melalui penerapan
SIMKAH.

Dengan demikian, analisis terhadap implementasi kebijakan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam memahami efektivitas birokrasi dalam
mewujudkan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat. Perspektif
analisis kebijakan publik memberikan kerangka konseptual untuk melihat
bagaimana kebijakan dirumuskan, dijalankan, serta dievaluasi dalam praktik
administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, pemikiran William Dunn

memberikan landasan penting dalam memahami proses tersebut.

21 Andra Triyudiana ,Neneng Putri Siti Nurhayati, Penerapan Prinsip Keadilan
Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,
Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 8-9.
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Menurut William Dunn pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat
dipisahkan dari bagaimana pemimpin menentukan suatu sistem, dimana
kebijakan merupakan salah satu rangkaian pilihan yang saling berkaitan yang
disusun oleh lembaga maupun pejabat publik.??> Analisis kebijakan versi Dunn
merupakan analisis mengacu pada investigasi kritis terhadap solusi potensial
untuk masalah praktis. Abraham Kaplan salah satu pendiri ilmu kebijakan,
menyatakan bahwa tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dan
mempertanyakan tidak hanya hasil dari penelitian kebijakan, tetapi juga proses
yang digunakan untuk menghasilkan hasil tersebut. Metodologi ini
berkontribusi pada pemahaman reflektif mengenai teori, metode, dan praktik di
bidang-bidang khusus seperti analisis biaya-manfaat dalam ekonomi, analisis
implementasi dalam ilmu politik, dan penganggaran program dalam
administrasi publik. Bidang-bidang khusus ini, dan lainnya, memiliki peran
penting dalam proses penelitian kebijakan karena membantu menyediakan
fondasi multidisipliner.??

Analisis kebijakan berasal dari beragam disiplin keilmuan dengan
tujuan memberi pengetahuan yang bersifat deskriptif, evaluatif, serta
preskriptif. Menurut William Dunn, analisis kebijakan wajib mampu menjawab
tiga jenis pertanyaan, yaitu nilai yang pencapaiannya menjadi tolak ukur

pertama guna memberikan penilaian bahwa suatu problematika telah teratasi,

22 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Pres, 2000), him.109.

2 William N. Dunn, Public policy analysis, (New York : Routledge, 2017), hlm. 3-4.
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kemudian realita yang keaadaannya bisa membatasi maupun meningkatkan
pencapaian beberapa nilai, dan terakhir tindakan yang implementasinya mampu
menghasilkan pencapaian nilai-nilai tersebut.?*

Menurut pendapat William Dunn, dalam kebiasaanya penilain dapat
disejajarkan terhadap penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), serta
penilaian (assessment). Pada makna khusus, evaluasi berkaitan terhadap
pembuatan pengetahuan akan nilai atau kegunaan dari eviden regulasi. Evaluasi
kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan
suatu kebijakan.”® Beberapa jenis rasionalitas dikaitkan dengan kriteria
keputusan spesifik untuk membuat resep kebijakan.?*®* Dengan kriteria
keputusan yang dimaksud adalah aturan, prinsip, atau standar eksplisit yang
digunakan untuk membenarkan pilihan kebijakan. Kriteria keputusan terdiri
atas 6 jenis utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan
kesesuaian.”’

Teori analisis dan evaluasi kebijakan dari William Dunn relevan
digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka berpikir untuk
menilai pelaksanaan SIMKAH sebagai sebuah kebijakan publik. Melalui teori

ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana kebijakan SIMKAH dijalankan

24 Rokim, Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya, PANCAWAHANA: Jurnal
Studi Islam, Vol. 14, No. 2, (2019).

25 Muh. Filyar Akbar, Widya Kurniati Mohi, Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi
Beberapa Kebijakan di Indonesia), (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hIm. 14.

26 William N. Dunn, Public policy analysis, New York : Routledge, 2017), him. 197.

27 Muh. Filyar Akbar, Widya Kurniati Mohi, Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi
Beberapa Kebijakan di Indonesia), (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm. 16-17.
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secara efektif, efisien, adil, dan responsif dalam sistem birokrasi di KUA. Selain
itu, pendekatan evaluasi yang dikemukakan Dunn juga membantu melihat
apakah tujuan dari kebijakan SIMKAH telah selaras dengan praktek yang
terjadi pada kenyataannya. Oleh karena itu analisis ini dapat digunakan untuk
mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul serta menemukan alternatif
perbaikan, sehingga pelayanan dalam hukum keluarga Islam dapat berjalan
lebih baik dan mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, penerapan SIMKAH bukan saja dilihat
berdasarkan aspek teknis administrasi birokrasi, namun juga dari sudut pandang
nilai-nilai keadilan pada syariat agama. [hwal tersebut karena kebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan urusan masyarakat, termasuk administrasi
pernikahan, pada dasarnya wajib selaras terhadap asas kemaslahatan serta
maqasid syariah. Dengan demikian urgen dalam melihat implementasi
kebijakan tersebut dapat dipahami dalam perspektif pemikiran politik hukum
Islam yang dikenal dengan konsep siyasah syar’iyah.

Siyasah syar’iyah dapat didefinisikan sebagai usaha untuk merumuskan
hukum dan peraturan yang mengatur urusan umat Islam di suatu negara,
terutama terkait dengan hal-hal atau fenomena yang tidak secara eksplisit diatur
dalam nas-nas syar’i, atau yang bersifat tidak konsisten dan selalu berubah.

Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap nilai-nilai
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syariat, berdasarkan kaidah-kaidah yang komprehensif dalam syariat, guna
mencapai keteraturan dalam masyarakat.?

Dilihat dari sisi istilah, sebagaimana disebutkan bahwa semua kebijakan
pasti dibuat dengan tujuan masyarakat yang teratur dan tertib sehingga bisa
melahirkan maslahat, terdapat beragam aturan yang wajib dilengkapi agar dapat
menilai bahwa sesuatu memang ditujukan untuk suatu maslahat, yaitu;

a. Ketika hukum dibangun di atas dasar istishlah maka hukum memang benar
mendatangkan maslahat atau menghalau mafsadah.

b. Maslahat yang dibangun di atasnya hukum tersebut adalah maslahat yang
sifatnya komprehensif bukan hanya mengatur sesuatu secara parsial.

c. Maslahat tersebut tidak menyelisihi sebuah hukum atau kaidah yang tegak

di atas nash atau ijma’*

Teor1 Siyasah Syar’iyah relevan dengan penelitian ini karena menjadi
landasan normatif Islam dalam menilai kebijakan SIMKAH sebagai kebijakan
publik. SIMKAH merupakan kebijakan administratif yang tidak diatur secara
teknis dalam nash, namun bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan
keadilan dalam pencatatan pernikahan. Selama implementasinya tidak

bertentangan dengan syariat dan mampu menjaga tujuan hukum Islam

28 Ahmad Atwah Abdul Ali, 4] Madkhal Ila al Siyasah al Syar’iyah (Riyadh: Jami’ah Al
Imam Muhammad bin Su’ud Al Islamiyah, 1414 H.), hm.56.

29 Ahmad Atwah Abdul Ali, Al Madkhal Ila al Siyasah al Syar iyah (Riyadh: Jami’ah Al
Imam Muhammad bin Su’ud Al Islamiyah, 1414 H.), hlm.149-150.
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(maqashid syariah), SIMKAH dapat dipandang sebagai bentuk Siyasah
Syar’iyah yang sah dan berkeadilan dalam birokrasi hukum keluarga Islam.
F. Metode Penelitian
Suatu penelitian dapat dikatakan relavan, objektif dan data yang dihasilkan
valid, maka diperlukannya metode yang akurat dalam melakukan penelitian.
Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
difokuskan kepada observasi serta wawancara yang dilakukan dalam
melakukan penelitian di lapangan dengan mendapatkan sumber data dari
beberapa stakeholder seperti Kementrian Agama Kota Serang, KUA di Kota
serang yang meliputi beberapa Kecamatan, Disdukcapil Kota Serang dan
masyarakat di Kota Serang yang ingin mendaftarkan nikah. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif yang berbasis pada studi yuridis-empiris terhadap
implementasi KMA Nomor 892 tahun 2019 terhadap sistem informasi
manajemen nikah di Kota Serang.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan objek
penelitian kemudian menganalisis menggunakan teori keadilan, kebijakan
publik dan menggunakan teori siyasah syar’iyah sebagai pendukung untuk
menganalisa dalam penelitian dan penyusun berusaha memaparkan dan
menjelaskan terkait dengan objek yang diteliti yaitu KMA Nomor 892 tahun

2019 dalam sistem informasi manajemen nikah di KUA Kota Serang.
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3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, mengkaji
bagaimana regulasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama tersebut
diterapkan dalam praktik di lapangan, terutama di KUA Kota Serang. Peneliti
dapat melihat bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dampaknya
terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari di KUA serta interaksi dengan
masyarakat ditinjau dari teori keadilan, kebijakan publik dan siyasah syar’iyah
dalam menganalisa sistem kepemerintahan yang baik dan mashlahah bagi umat.
4. Sumber Data
Data primer pada riset ini yaitu data yang didapatkan dari observasi
lapangan atau narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Untuk riset ini,
data primer meliputi interview kepada pejabat atau petugas KUA Kota Serang
dan 20 narasumber calon pengantin pria atau wanita yang ingin mendaftarkan
menikah dengan menggunakan SIMKAH dalam pelaksanan pendaftaran dan
observasi langsung di KUA Kota Serang untuk mengikuti proses berjalannya
penginputan data dalam SIMKAH sehingga mengetahui kendala atau masalah
teknis yang muncul selama proses pelayanan. Sedangkan data sekunder
penelitian ini ialah buku, artikel jurnal dan literatur atau penelitian lain yang
berkaitan dengan tema penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dan menggunakan
pendekatan kualitatif, berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang

tepat:



25

a. Observasi

Observasi merupakan proses penemuan data yang dilakukan dengan
melihat gejala-gejala serta peristiwa yang terjadi secara langsung di lokasi
penelitian yang penulis lakukan selama . Observasi lapangan di KUA Kota
Serang untuk memahami bagaimana SIMKAH dioperasikan sehari-hari,
serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata di lapangan dan
peneliti terlibat langsung dalam proses operasional untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih dalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara proses tanya jawab lisan kepada narasumber, dimana 2 orang atau lebih
berhadapan secara fisik yang berkaitan dengan objek penelitian guna
memperoleh data atau keterangan yang menjadi tujuan permasalahan
penelitian. meliputi wawancara dengan pejabat atau petugas KUA Kota
Serang dan 20 narasumber calon pengantin pria atau wanita yang ingin
mendaftarkan menikah dengan menggunakan SIMKAH. Pada riset in,
peneliti  mempergunakan wawancara semi terstuktur, yaitu tidak
mempergunakan pedoman wawancara spesifik, akan tetapi hanya memuat
garis besar mengenai pokok kajian yang diteliti kemudian diperdalam
dengan menggali pertanyaan lebih lanjut kepada narasumber, Teknik ini
sangat tepat digunakan untuk mengumpulkan data dari para pihak yang ikut

langsung dalam implementasi kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek
penelitian, seperti dokumen yang terdapat di KUA Kota Serang berupa
catatan pendaftaran serta dokumen para catin, SPT data statistik, data
penyimpangan atau kesesuaian, dokumen berupa foto proses penggunaan
SIMKAH.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi. Kondensasi data merujuk
pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta
transformasi data yang terlihat pada seluruh korpus catatan lapangan
tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.
Kompresi dilakukan agar data menjadi lebih dapat dipercaya. Penyajian
data secara umum merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan
ringkas sehingga kesimpulan serta tindakan dapat diambil. Penarikan
kesimpulan merupakan aktivitas analisis yang bertujuan menarik serta
mengonfirmasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, analis kualitatif
menafsitkan makna dengan merekam pola, penjelasan, kausalitas, dan
asumsi. Peneliti yang kompeten memperlakukan kesimpulan tersebut secara

hati-hati, dengan tetap menjaga keterbukaan serta sikap skeptis.*

30 Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Padang: PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022), hlm. 71-73.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat rangkaian isi tesis yang antarbabnya
saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Berikut ini penulis
menguraikan sistematika pembahasan dalam tesis ini, yaitu:

Bab pertama dalam tesis ini merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi
sebagai landasan penelitian dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika
penulisan. Bab ini memberikan arah dan batasan penelitian sehingga pembaca
memahami fokus dan urgensi penelitian sejak awal.

Bab kedua membahas tentang pencatatan dan administrasi pernikahan di
Indonesia dengan fokus pada penerapannya melalui aplikasi SIMKAH yang
berfungsi membangun landasan konseptual dan normatif penelitian. Bab ini
menguraikan teori, konsep, serta ketentuan hukum mengenai pencatatan pernikahan
dan administrasi perkawinan, termasuk peran SIMKAH sebagai sistem digital.
Keberadaan bab ini menjadi dasar untuk memahami objek penelitian sebelum
memasuki kondisi empiris di lapangan.

Bab ketiga mengkaji objek penelitian yang berfungsi memberikan konteks
empiris penelitian dengan menjelaskan profil Kota Serang, KUA, karakteristik
informan, serta hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, focus group
discussion, dan dokumentasi. Bab ini membantu pembaca memahami kondisi nyata
yang menjadi dasar analisis pada bab berikutnya.

Bab keempat membahas temuan lapangan berlandaskan data yang telah

dipparkan pada bagian sebelumnya yang berfungsi sebagai inti penelitian karena
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memuat analisis terhadap data lapangan untuk menjawab rumusan masalah.
Temuan empiris dianalisis menggunakan teori keadilan, teori kebijakan publik, dan
teori siyasah syar'iyah sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis,
argumentatif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian yang
berfungsi menyajikan sintesis hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang
menjawab rumusan masalah serta memberikan saran yang dapat menjadi
rekomendasi bagi pengembangan kebijakan, praktik penyelenggaraan SIMKAH,

maupun penelitian selanjutnya.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengetahuan masyarakat Kota Serang terhadap kebijakan SIMKAH masih
berada pada tingkat yang beragam. Sebagian masyarakat telah mengetahui
keberadaan dan fungsi SIMKAH, namun masih terdapat kelompok masyarakat
yang belum mampu mengoperasikan sistem secara mandiri karena keterbatasan
literasi digital, usia, maupun minimnya sosialisasi dari pemerintah. Temuan ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital belum sepenuhnya
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH belum
sepenuhnya memenuhi indikator responsivitas dan kecukupan kebijakan
menurut William Dunn, karena kebijakan belum mampu mengakomodasi
kebutuhan seluruh kelompok sasaran secara merata. Dari perspektif Siyasah
Syar'iyah, pemerintah sebagai ulil amri berkewajiban menghadirkan kebijakan
yang mendatangkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan merupakan bagian dari tanggung
jawab negara agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.
Masyarakat Kota Serang pada umumnya memandang bahwa implementasi
SIMKAH telah memberikan keadilan dan ketertiban dalam pelayanan
administrasi pernikahan. Sistem ini mampu meningkatkan transparansi,
mempercepat proses administrasi, meminimalkan potensi pemalsuan dokumen,

serta memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Di samping itu,
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SIMKAH juga dinilai memberikan kemudahan akses pelayanan, meskipun
dalam praktiknya sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan petugas
KUA.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH telah
merefleksikan konsep justice as fairness menurut John Rawls, yaitu adanya
kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik
yang adil melalui prosedur yang transparan dan tidak diskriminatif. Namun,
prinsip keadilan Rawls belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat
ketimpangan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital. Dari
perspektif William Dunn, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan
telah memenuhi aspek efektivitas dan keadilan secara substantif, tetapi masih
memerlukan peningkatan pada aspek pemerataan manfaat kebijakan. Sementara
menurut Siyasah Syar'iyah, SIMKAH merupakan bentuk kebijakan administratif
yang sah karena bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat melalui tertib
administrasi dan perlindungan hak-hak keluarga (hifz al-nasl dan hifz al-haq).

. Implementasi SIMKAH di KUA Kota Serang telah berjalan dan memberikan
kontribusi positif terhadap penataan birokrasi pelayanan administrasi
pernikahan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan keadilan
pelayanan. Hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, integrasi data
antarinstansi, gangguan jaringan, serta rendahnya literasi digital menyebabkan
sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan petugas KUA dalam proses

pendaftaran.
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Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH telah memenuhi
sebagian indikator evaluasi kebijakan William Dunn, terutama pada aspek
efektivitas, efisiensi, dan keadilan, tetapi belum optimal pada aspek kecukupan
(adequacy) dan responsivitas (responsiveness). Dari perspektif John Rawls,
keadilan prosedural belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kelompok
masyarakat yang belum memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses
pelayanan berbasis digital. Sementara itu, menurut Siyasah Syar'iyah,
implementasi SIMKAH tetap dapat dinilai sebagai kebijakan yang membawa
kemaslahatan karena mampu menjaga tertib administrasi, melindungi hak-hak
keperdataan masyarakat, serta mendukung tujuan magqashid al-syari'ah,
khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan hak-hak keluarga.
Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat,
pengembangan infrastruktur, serta integrasi sistem antarlembaga menjadi
langkah yang diperlukan agar tujuan kebijakan dapat terwujud secara lebih adil
dan menyeluruh.

B. Saran
1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia
Khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
disarankan untuk terus melakukan penguatan kebijakan dan pengembangan
sistem SIMKAH secara berkelanjutan. Penguatan tersebut perlu difokuskan
pada peningkatan integrasi data antarinstansi, terutama antara SIMKAH dengan
sistem kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), agar

proses verifikasi data calon pengantin dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan



154

minim kendala teknis. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan sistem secara
berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta menjamin
keamanan data pribadi masyarakat.
. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Serang

Disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi
terkait penggunaan SIMKAH kepada masyarakat. Sosialisasi hendaknya
dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, termasuk kelompok wusia lanjut dan masyarakat dengan
keterbatasan literasi digital. KUA juga diharapkan dapat memperkuat perannya
sebagai pusat edukasi dan pendampingan digital, tidak hanya sebagai lembaga
pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai mediator informasi yang memberikan
pemahaman mengenai pentingnya pencatatan nikah secara resmi bagi
perlindungan hak-hak hukum keluarga.
. Kepada masyarakat

Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam
proses pencatatan nikah melalui SIMKAH. Masyarakat perlu memahami bahwa
pencatatan pernikahan secara resmi bukan sekadar kewajiban administratif,
tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian hak
dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, baik bagi suami, istri, maupun anak-
anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
. Kepada Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam

dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan
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interdisipliner, seperti sosiologi hukum atau kebijakan publik. Penelitian
lanjutan diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif
mengenai efektivitas SIMKAH serta kontribusinya dalam mewujudkan
. Kepada Pengguna SIMKAH

Sebagai pengguna SIMKAH diharapkan meningkatkan literasi digital
serta memanfaatkan layanan pendaftaran nikah secara mandiri sesuai prosedur
yang berlaku. Selain itu, masyarakat perlu melengkapi persyaratan administrasi
dengan benar dan memanfaatkan informasi resmi dari Kementerian Agama
maupun KUA. Dengan demikian, proses pencatatan pernikahan dapat berjalan
lebih cepat, tertib, serta mendukung terwujudnya pelayanan yang efektif,

transparan, dan berkeadilan.
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